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ABSTRACT

Itisa Patlonal. comnl'ntmtl:nt to make middle and small businesses grow well. At this moment. an effort

in trade globalization era.

I. PENDAHULUAN

Ciri-ciri kegiatan modal ventura sebenarnya sudah dilakukan oleh keluarga-
keluarga kaya di Amerika Serikat sejak tahun 1940-an, walaupun terbatas pada kalangan
dekat dan orang yang dipercaya. Secara kelembagaan modal ventura muncul pada
tahun 1946, dengan berdirinya American Research and Development Corporation,
sedangkan secara konstitusional, lembaga modal ventura lahir pada tahun 1958 dengan
diundangkannya Small Business Investment Act (SBIA).Y

Pada tahun 1960-an perkembangan modal ventura di Amerika Serikat belum
menunjukkan hasil yang memuaskan, dan pada tahun 1970 pemerintah Amerika Serikat
mengeluarkan berbagai kebijakan. Pada periode inilah lahir perusahaan-perusahaan
modal ventura yang profesional, dan sumber pembiayaanpun menjadi lebih komprehensif.
Pada tahun 1980-an kerja sama modal ventura memasuki bidang-bidang usaha yang
sangat luas.

Di Indonesia, pola modal ventura telah dipraktikkan oleh PT Bahana Pembinaan
Usaha Indonesia sejak tahun 1973 dalam bentuk investment type. Tahun 1978 berubah
bentuk menjadi development type. Pada tahun 1985 perusahaan tersebut resmi bergerak

dalam kegiatan modal ventura.”

—

*) Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

1) Joseph W. Barlett, Venture Capital: Law, Business Strategies, and
York: John Viley and Sons, 1988, him. 1.

2) Emnst dan Whinney Management Consultant,
Jakarta, 1986, him. 75. '
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[1. LANDASAN HUKUM

1. BUMN
a. Undang-Undang Nomor

Negara.
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 (LN 1969-40) tentang Bentuk-bentuk

Usaha Negara.
¢. Peraturan Pemeri.ntah No. 12 Tahun 1969 (LN 1969-21) setelah diubah dengan
Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 1972 (LN 1972-32) tentang Perusahaan
Perseroan (Persero).
d. Il:craturan Pemerintah No. 3 Tahun 1983 (LN 1983-3) setelah ditambah dngan
Perat;ran Pemerintah No. 28 Tahun 1983 (LN 1983-37) tentang Tata Cara
:m inaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum
- lg erum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) \
clihat sejarah i . '
o Indisi:? C';i"’t‘";‘; BUMN yang kita kenal sekarang ini, baik yang berasal
' iptabiliteitswet ; i
Industri Negara (BIN), maupun o Indmhfz Bedrijverwet (BW, part
perusahaan asing lainnya, mak yang berasal dari pengambilalihan perusahaal
, maka peraturan perundangan yang disebutkan di 8%

»

19/Prp/1960 (LN 1960-59) tentang Perusahaan

-
3 )
) Hanian Republika, 24 Desember 1993
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e hakckatnya adalah sumber Penyeragaman dan sumber
BUMN scmata-mata,9

1. Modal Ventura

Selain dua ketentvan di atas, mengenai kegiatan modal ventura, dua keputusan
menteri keuangan lagi perfu diperhatikan, yaity: _

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 740/KMK. 00/1989
tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas BUMN;

b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 741/KMK. 00/1989
tentang Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
serta Pelimpahan Kewenangan Pengambilan keputusan,

c. Paket Kebijakan Ekonomi tanggal 27 Juni 1994, yang merupakan langkah
untuk memperkuat usaha kecil dan koperasi, dan penyempurnaan di bidang
modal ventura, berupa:

1) Sumber pendanaan PT Bahana diperkuat.
2) Pembentukan modal ventura di daerah {Dati 1 dan Dati II), untuk
mendekatkan modal ventura dengan mitra usahanya.
3} Kennganan di bidang perpajakan, yakni dividen serta capital gain.
3. Keuangan Negara

Perihal keuangan negara diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Modal

BUMN adalah bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara

yang dipisahkan ini bukanlah merupakan belanja negara yang dipakai habis,

melainkan dipupuk dengan tujuan memperoleh untung sekaligus merupakan
pendapatan bagi negara. Pengelolaan keuangan Persero dipertanggungjawabkan

ke direksi. Adapun yang melakukan pembinaan Persero adalah menteri teknis di

mana Persero itu bernaung. Dalam hal penyertaan modal, perubahan anggaran

dasar, pendirian/pembubaran anak perusahaan, harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari menteri keuangan.

penertiban jenis

lIL. PERMASALAHAN

Landasan hukum dari lem . dan tidak
merupakan pengaturan administratif tentang keberadaan lembaganya saja

, d
mengatur apa dasar hukum operasional dari hubungan PT Bahana selaku penyandang

dana dengan perusahaan mitra usaha.

baga modal ventura seperti disebutkan di atas, hanyalah

—_— s-Yuridisnya dan
4) A, Hamid S. Atlamimi, “Badan Usaha Milik Negara: l‘lllhdu,:,ilu l;?::::;::“;:ga:an i, I);}al-UI.
Pengelolaan -Keusngsnnya.” Makalah pada Seminar Naston

Depok, 28 Pebruari 1991.
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oncrasional PT pihana melakukan ncgos.ias.i dengan PeTusgh

Behd wamkc‘i:udinn dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja Sama ...

mitra usaba, ynr;gbual 4i antara mereka sepenulinyd mem].)e‘rhatikan POSisi dan m :sl

pegjanjian yalma | ok dan dilain pihak memperhatikan p(.!S!Sl dan potensi Pmﬂsaha;:

" aah::;:‘ s:::apdasar wukum perjanjian kerja sama ini? Hukum perjanjian kita
mitra usaha.

\ ; dary-Undang Hukum Perdata, yang men
schagaimana diatur dalam Kitab Undarn ’ Banut 55y,

k.
kehebasan berkontra
Banyak orang meragukan: asas kebebasan berkontrak akan membawa mapg,,,

d pcrjanjian kerja sama modal ventura guna mengangkat dan memperkuat Pengusah,
pada

mencngah dan kecil. .

IV. BAHASAN
pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyatayyy,

ngemua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undarig-undang bagi yang

LL) 5)
membuatnya .

1. Pasal 1613, 1619 KUHPer.
2. Pasal 1633 - Pasal 1635 KUHPer.

3. Pasal 1636 - 1641 KUHPer.

b

Selanjutnya memperhatikan keteriuan dalam Kitab Undang-Undang Hukun;
Dagang, khususnya Pasal 36-56 KUHD tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu syarat sahnya petjanjian adalah kata sepakat antara para pihak, Kata
“sepakat™ haruslah terdapat pada rumusan setiap pasal mengenai kontribusi modal,
peran operasional, divestasi dan juga ketentuan-ketentuan lainnya.

Memang disadari, bahwa asas kebebasan berkontrak sering ditakutkan akan
membawa dampak, pihak yang kuat akdn mengeruk keuntungan yang sebesar-besamya,
dan pihak lainnya akan menjadi objek perzhan semata. Tambahan pula tempat lahimya
bisnis modal ventura adalah negara dengan sistem ekonomi yang kapitalistis, liberalistis,
yang sangat sulit berkembang di negara dengan sistem ekonomi Pancasila. Suatu sistem
ekonomi yang dijiwai oleh Pancasila, yaitu sistem ckonomi yang merupakan usaha
bersama yang berasaskan kekeluargaap dan kegotong-royongan nasional.”

5) R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kituh Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

(penerjemah) dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undorg
Perkawinan, Jakane: Pradnya Paramita, 1983,

6) Mubyarto. Ekonomi Pancasifa, Cer, 2, Jakarta: LP3S, 1990, him. 32.
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mematikan si kecil, tetapi mengarahkannya
kekeluargaan. Scjalan dengan prins;i pity, mak

karena kalah bersaing dengan pengusaha besar.

Ketakutan seperti l.tu memang tidak perlu terjadi, karena mekanisme kerja sama
modal ventura yang dilaksanakan oleh PT Bahana mempunyai tujuan untuk
mengembangkan dan meningkatkan pengusaha kecil dan menengah, yang ternyata
dalam praktikniya hingga saat ini tetap konsisten dan konsekuen. Selain itu, PT Bal;ana
cukup disiplin dalam menghayati dan menerapkan etika bisnis yang Pancasilais, yang
berorientasi kepada kemajuan dan kesejahteraan bersama, Dengan demikian diharapkan
dari sinilah nantinya akan fahir pengusaha yang berwawasan wirausahawan, dapat
menciptakan perekonomian nasional yang kuat, dan tercipta lapangan kerja barv.
Sampai saat ini PT Bahana masih membina sekitar 272 buah perusahaan.

Perkembangan ekonomi global saat ini mau tidak mau sangat memerlukan
peranan pemerintah. Peranan pemerintah dapat berupa peraturan perundang'—imdangan
vang tujuannya untuk lebth mengarahkan lembaga ekonomi modal ventura ke arah
tujuan yang selaras dengan. sistem eko~omi Pancasila. '

Dari gambaran ini menjadi jelas, bahwa pengemban_gap_.hsaha modal ventura
tidak cukup kalau hanya diserahkan kepada perjanjian kcr_;a 'sama para pihak, tetapi
harus didukung oleh berbagai peraturan pemndang—un_gaanﬁan dan iklim-yang kondusif.
Campur tangan pemerintah dalam hal ini tidaklah:b/eﬂ'éhtangan dengan asas kebebasar
berkontrak, sebab asas ini juga dibatasi oleh ur;glé'ﬁg-undang, kesusilaan, dan ketertiban
umﬁm. Dasar ketertiban umum inilah yang da’fjﬁt digunakan pemerintah untuk membuat
beberapa kebijakan dalam rangka mengembangkan kerja sama modal ventura di
Indonesia. . : .

{Dari uraian sekilas nampaklah kepada kita suatu kaitan yang erat antara tatanan

hukum dan pemikiran ekonomi, Pembaruan dasar-dasar pemikiran di bidang ekonomt
ikut mengubah dan menentukan dasar-dasar sistem hukum yang bersangkutan. Penegakar.n
asas-asas hukum yang sesuai juga akan memperlancar terbentuknya struktur ekonomt
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baliknya pencgakan qsas-asas hukum yang tidak sesuai justry akap,
struktur ekonomi yang dicita-citakan.”
al demokrasi ekonomi yang dirumuskan dalam Pasal 33
nnya, dijabarkan dalam sasaran

5 hescrta penjelasa
i jangka panjang sebagaimana tercantum dalam Garis.

bagai berikut:”

vang dikehendaki. s¢
menghambal terciptanya

Landasan konstitusion
Undang-Undang Dasar 194

pembangunan bidang ckonom

garis Besar Haluan Negard 19931998, s¢ | |
untuk lebih meratakan pembangunan serta menghilangkan kemiskinan dap

Upaya dilanjutkan dan ditingkatkan. Dalam rangka ini maka

kangan masih perlu terus iy :
keterbelakang pelaku ekonomi dalam ekonomi pasional sesuai amanat Undang-Undang

nataan n ketiga ) :
iy g fu terus dilanjutkan, terutama peranan koperas!. Perhatian secara khusus

Dasar 1945 masih per |
perfu diberikan kepada pembinaan usaha golongan masyarakat yang befkemarppuan lemah
serta upaya untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung angkatan kerja yang terus

meningkal.

Tema yang sama ditegaskan juga oleh IPresiderl Soeharto sebagai salah satu pokok
pikiran kebijaksanaan dalam masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua dalam

pidato kencgaraan tanggal 16 Agustus 1993 sebagai berikut:”

Dalam pada itu, penting sekali bangkitnya lapisan menengah yang tangguh yang akan saling
menyangga dengan lapisan pengusaha kecil serta lapisan pengusaha besar yang sudah kuat.
Dengan lapisan usaha menengah dan keetl yang kuat sebagai tulang punggung ekonomi, maka

perekonomian akan lebih kukuh dan tahan terhadap berbagai gejolak.

Perckonomian Indonesia seperti yung dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 dengan demikian merupakan kristalisasi kehendak yang kuat dari
seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial melalm kebijakan

ckonomi.

Untuk itu pemerintah dan swasta harus bekerja sama dan berusaha bersungguh-
!.iungguh agar gambaran keadaan ckonomi seperti itu bukan suatu hal yang dianggap
ideal monumental, tetapi tcrlebifi-lebih merupakan suatu hal yang fungsional operasional.

] .l'<(i YLINT y' i I { j !

) Ketetapan-ketely '
v pan MR Republik Indonesi i i
V998, Surabyn: Bion Pustaka Tama, l‘;:;j‘:sll::nlf?’?!' remmauk GBHNRepeik rior= 7>

9 Socharlo, Presiden ) '
Pre Republik Indonesia, Pi
Hartan K orpey, Jnkrn, 1993, (Illlll:;lhlglﬂl o enegaman 16 Agusuis 1993 Pistatisste "

94



PT BAHANA (PERSER

DALAM RANG O) PENGELOLA MODAL VENTURA

KA CITA-CITA PASAL 33 UUD 1945

_KESIMPULAN DAN SARAN

_ Lembaga ekonomi modal ventura merupakan salal; satu altern

dan peningkatan kemampu atif bagi pengembangan

an dan kemandirian i

: . et pengusaha kecil dan menengah,
karena selain modal juga diberikan bantuan manajemen. Berbagai keringanan gan

diberikan melalui peraturan/kebijak i

diperlukan.

. Kehadiran BUMN, khususnya PT Bahana (Persero) dalam hal ini dinilai masih
sangat-snjategls, tlerleblh kalau diingat bahwa pemasukan (pendapatan) negara
melalui bidang migas walaupun tetap penting tetapi mulai berkurang, sedangkan
upaya memaksimalkan bidang nonmigas lainnya belum memadai.

. Pengelolaan keuangan PT Bahana (Persero) berarti juga pengelolaan keuangan
negara. Karena itu perlu pengetatan anggaran/disiplin anggaran, prioritas bantuan
kerja sama dengan memperhatikan tingkat kemampuan ekonomi pihak swasta.
Tentu saja pengelolaan keuangan ini pada gilirannya akan jelas pula terlihat pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

. Beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai perlu segera di-

sempurnakan, diubah, diganti dengan yang baru agar benar-benar dapat mendukung

perkembangan kegiatan perekonomian nasional. Misalnya saja undang-undang
mengenai perseroan terbatas supaya segera diundangkan.

an ekonomi sangat menunjang iklim yang

. Menghadapi globalisasi ekonomi yang realisasinya pada tahun 2020, perlu segera
memacu kerja sama antara pengusaha besar dan penusaha menengah dan kecil,
serta mencarikan pula alternatif lain untuk mempercepat kemampuan menghadapi
persaingan dengan dunia luar, yuatu persaingan yang terbuka lebar terhadap modal
(capital), barang-barang (goods) dan juga jasa-jasa (services).
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